
 

 

 

 

 

BAB I   

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, diperlukan adanya Pegawai 

Negeri Sipil  (selanjutnya disingkat dengan PNS) sebagai unsur aparatur negara 

yang memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi untuk melaksanakan 

tugas sebagai abdi negara. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung 

jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Kedisiplinan 

adalah keinginan dan kesadaran seseorang untuk mematuhi aturan organisasi dan 

norma sosial.  Kedisiplinan merupakan bagian terpenting dari fungsi manajemen 

sumber daya manusia untuk mewujudkan tujuan organisasi (Soetrisno, 2009).   

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan disiplin 

dan kualitas pelayanan seperti pemberian tambahan pendapatan serta insentif 

lainnya.  Upaya ini dilengkapi dengan sejumlah peraturan seperti PP nomor 53 

tahun 2010 tentang peraturan disiplin PNS dan ditindaklanjuti dengan PP nomor 

24 tahun 2011. Indikator kedisiplinan pegawai terlihat  dari pemenuhan kehadiran 

bekerja sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan (Karomah, 2017).  

Pada era teknologi saat ini, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah 

untuk mengatasi masalah kehadiran pegawai yaitu dengan pengadaan mesin 

elektronik pencatat kehadiran melalui rekam wajah. Peranan teknologi informasi 

memberikan kemudahan dan kecepatan serta keakuratan dalam memproses data 

yang dituntut harus cepat. Absen elektronik merupakan alat berbasis teknologi 

yang telah diatur secara otomatis dan telah dimasukan seluruh data pegawai di 
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dalamnya sehingga secara otomatis dapat menginput kehadiran dan kepulangan 

pegawai (Nugroho, 2009).  

Implementasi absensi elektronik di Pemerintah Daerah Kabupaten Solok 

diatur didalam Peraturan Bupati Solok No. 66 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pemberian Tunjangan Kinerja daerah Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Solok. Pada peraturan ini juga disebutkan bahwa absensi pegawai akan 

menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam melakukan 

pemberian, penambahan dan pengurangan tunjangan kinerja PNS . Pegawai yang 

tidak menaati peraturan akan berisiko terhadap pengurangan tunjangan 

penghasilan yang akan  diterima. Perekaman absensi elektronik dilakukan 

sebanyak 2 kali yaitu satu kali pada saat masuk kerja pada pukul 08.00 WIB dan 

saat pulang pada pukul 16.00 WIB, sedangkan khusus untuk Hari Jumat absen 

pulang dilakukan pada pukul 16.30 WIB . Selain itu, pada waktu-waktu tertentu 

pengisian absen masih dilakukan secara manual, seperti saat terjadinya kerusakan  

mesin absensi elektronik, mati lampu dan adanya kegiatan diluar lingkungan 

perkantoran.  

Sistem absensi elektronik wajah yang diterapkan pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Solok merupakan wujud dari kesungguhan pemerintah dalam hal 

menerapkan disiplin kerja dikalangan PNS. Hal ini sesuai dengan Kebijakan 

Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 

2010 tentang Disiplin PNS.  Penerapan absen elektronik pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Solok dimulai sejak tahun 2014 yaitu dengan absensi sidik jari. Namun 

belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga pada tahun 2015 absensi kembali ke 
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sistem manual dan pada tahun 2018 pemerintah daerah kembali mengeluarkan 

aturan tentang sistem absen elektronik wajah.  

Berdasarkan data statistik  Badan Kepegawaian Negara (BKN), pada 

Tahun 2017 terdapat sebanyak 1.759 PNS telah dijatuhi hukuman disiplin, 570 

diantaranya merupakan kasus pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja. 

Sedangkan pada Tahun 2019 BKN menyebutkan terdapat sebanyak  35 kasus 

pelanggaran disiplin PNS yang berstatus pegawai instansi pusat dan daerah, 19 

kasus diantaranya merupakan kasus pelanggaran terhadap jam kerja.  

Lebih lanjut lagi, berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan, pada 

tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Solok telah memberikan hukuman disiplin 

berat dengan cara pemberhentian dengan tidak hormat terhadap 2 orang PNS, 1 

diantaranya adalah pegawai pada jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Solok, hal 

ini disebakan karena masalah disiplin (tidak masuk kerja). Sedangkan untuk tahun 

2017,  pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok terdapat 1 orang pegawai yang 

melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja dan sampai saat ini 

masih dalam proses pembinaan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Sedangkan pada tahun 2018, terdapat 1 orang 

pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Solok yang sudah dijatuhi hukuman ringan 

hingga sedang akibat sering terlambat dan tidak masuk kerja. Selain itu, selama 

tahun 2018 terdapat sebanyak 125 kasus terkait pelaksanaan absensi yang tidak 

sesuai aturan yang dilakukan seperti terlambat datang, pulang sebelum waktunya 

dan tidak hadir tanpa keterangan.   

Menurut Ismaniar (2018) Dinas Kesehatan merupakan unit pelaksana 

pemerintah daerah yang memiliki fungsi dalam bidang kesehatan untuk 
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meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk menunjang pelaksanaan tugas 

di daerah, Dinas Kesehatan memiliki unit pelaksana disetiap kecamatan yaitu 

puskesmas. Menurut Simamora (2015) peranan sumber daya manusia merupakan 

hal yang terpenting untuk mencapai tujuan. Berhasil atau tidaknya sebuah 

organisasi dimulai dari kapasitas sumber daya manusia. Dinas kesehatan sebagai 

kantor induk harus mampu memberikan contoh kepada unit pelaksana puskesmas 

tentang perilaku disiplin dan kinerja yang baik.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tahun 2018 dan awal tahun 

2019, tatalaksana tugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Solok masih belum 

maksimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya ditemukan pegawai yang datang 

terlambat, pulang lebih cepat dari waktunya,  tidak masuk kerja tanpa keterangan, 

tidak mengenakan seragam dan atribut sesuai aturan, istirahat tidak pada 

waktunya, dan membuat laporan kinerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi yang sesungguhnya. Informasi terkait kedisiplinan juga didapatkan dari 

pengelola absensi di Dinas Kesehatan Kabupaten Solok yang menyatakan bahwa 

untuk tahun 2019 rata-rata pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap  

absensi setiap bulannya lebih dari 10 orang. Menurut Flippo (2011) bahwa tingkat 

maksimum absensi adalah 3%, apabila tingkat absensi pada suatu perusahaan 

melebihi dari 3% maka dikategorikan tinggi. Tingginya pelanggaran absensi akan 

mengurangi jam kerja pegawai sehingga efektifitas kerja menjadi kurang optimal. 

Kondisi-kondisi di atas juga ditemukan pada beberapa penelitian tentang 

Kinerja PNS, diantaranya Kusuma (2013) dalam penelitiannya menyebutkan 

bahwa secara keseluruhan Kinerja Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 

Kabupaten Kutai Timur belum berjalan dengan maksimal dan tingkat disiplin 
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pegawai yang masih rendah ditandai dengan banyak pegawai yang datang 

terlambat dan sering keluar kantor saat jam kerja. Saleh, S. (2014) dalam 

penelitiannya juga menjelaskan bahwa kedisiplinan pegawai yang telah diatur 

dalam undang-undang belum terlaksana secara maksimal seperti masih banyaknya 

pegawai yang terlambat datang, pulang lebih cepat dari yang telah ditentukan, dan 

keluar kantor pada saat jam kerja .  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Analisis Kedisiplinan dan Kinerja PNS  di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Solok”. Dengan alasan untuk mengetahui apakah kedisiplinan dan 

kinerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Solok sudah terlaksana sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku atau belum. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini  adalah: 

1. Bagaimana kedisiplinan PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Solok dan apa 

saja faktor-faktor penyebab kedisiplinan dan ketidakdisiplinan PNS di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Solok?  

2. Bagaimana kinerja PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Solok dan apa saja 

faktor-faktor penyebab tinggi dan rendahnya kinerja PNS di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Solok? 

3. Bagaimana upaya peningkatan disiplin dan kinerja PNS di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Solok? 

4. Apakah terdapat hubungan kedisiplinan dengan kinerja PNS  di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Solok? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis kedisiplinan dan kinerja PNS di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Solok. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui kedisiplinan PNS dan faktor-faktor penyebab kedisiplinan 

dan ketidakdisiplinan PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. 

b. Mengetahui kinerja PNS dan faktor-faktor penyebab tinggi dan 

rendahnya kinerja PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Solok 

c. Mengetahui upaya peningkatan kedisiplinan dan kinerja PNS di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Solok 

d. Mengetahui hubungan kedisiplinan dengan kinerja PNS  di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Solok. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Aspek Praktis 

Berdasarkan aspek praktis, manfaat dari penelitian ini sebagai masukan 

kepada pihak pemerintah daerah khususnya dinas kesehatan terkait kedisiplinan 

dan kinerja PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. 

2. Aspek Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi kepala dinas 

dan para PNS  terkait kedisiplinan dan kinerja PNS di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Solok. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian 

ini dan dapat memperluas informasi serta pegetahuan bagi penelitian selanjutnya. 


